
Menimbang: a. bahwa sehubungan denganadanya perkembanganyang tidak
sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan
yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,
danZatau keadaan darurat dan keadaan luar biasa
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang
undangan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dompu Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa sesuai ketentuan pasal343 ayat (1)Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa
RKPD dapat diu bah dalam hal tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Oleh karena
itu Peraturan Bupati Dompu Nornor 31 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pernerintah Daerah Tahun 2020 perlu
dilakukan perubahan sebagai landasan penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan
Plafond Prioritas Anggaran Sementara untuk rncnyusun
Perubahan APBDTahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 355 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
rnenyatakan bahwa Peru bahan Rencana Kerja Pernerintah
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
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1. Undang-UndangNomor69 tahun 1958tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1958 Nomor
122,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor
1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5587) sebagaimana telab diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2015Nomor58,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tabun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayab Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambaban
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4833);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Dan Rencana Kerja
PemerintahDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesia Tabun
2017 Nomor1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana KeIja Pemerintah
Daerab Tabun 2020;

7. Peraturan Daerab Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerab Provinsi Nusa
TenggaraBarat Tabun 2005-2025 (LembaranDaerab Provinsi
NusaTenggaraBarat Tahun 2008 Nomor3);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubaban Rencana KeIja
Pemerintah Daerah Tahun 2020.
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Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. KepalaDaerah adalah Bupati dan WakilBupati Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Kabupaten Dompu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURANBUPATI TENTANGPERUBAHANRENCANA
KERJAPEMERINTAHDAERAHTAHUN2020.

MEMUTUSKAN:

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145);

9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Dompu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Dompu Tahun 2006 Nomor 13);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Dompu Tahun 2011 -2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

11.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten DompuTahun 2016 Nomor7);

12.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Dompu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten DompuTahun 2017 Nomor7);

13.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun
2020;

14.Peraturan Bupati Dompu Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Rencana KeIjaPemerintah Daerah Tahun 2020.

Menetapkan



PENDAHULUAN
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD 2020 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH
RANCANGANKERANGKAEKONOMIDAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

BABI
BAB II

Pasa13

(1) Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan
sistematika penyusunan sebagai berikut :

Perubahan RKPD Tahun 2020 memuat program-program
prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Kabupaten maupun dengan dukungan pernbiayaan dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi rnaupun diternpuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal2

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah Kabupaten Dompu.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat,
Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima)
tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokurnen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana KeIja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat Perubahan RKPDadalah dokumen
perubahan perencanaan daerah untuk 1(satu) tahun;

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-PD
adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat
Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal6

BAB III

PENUTUP

Dalam rangka menyusun Perubahan RAPBO Kabupaten
DompuTahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 4 ayat (2)
a. Pemerintah Kabupaten Dompu menggunakan perubahan

RKPDTahun 2020 sebagai bahan pembahasan Kebijakan
Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dengan DPRD;

b. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Dompu menggunakan Perubahan RKPD
Tahun 2020 dalam melakukan pembahasan Rencana
Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA
SKPD).

PasalS

Pasal4

Perubahan RKPDTahun 2020 sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 3 digunakan sebagai:
a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam
menyusun Rencana Kerja Perangkat Oaerah (Renja PO);
dan

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu
dalarn menyusun Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)Kabupaten
Dompu Tahun Anggaran 2020.

(2) Uraian secara rinci Perubahan RKPO Tahun 2020
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

PEMERINTAHANOAERAH
PENUTUPBAB VII

PENYELENGGARAANKINERJA

BABIV PRIORITASDANSASARANPEMBANGUNAN
DAERAH
RENCANAKERJADANPENDANAANOAERAHBABV

BAB VI
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BERITA DAER H KABUPATENDOMPU TAHUN 2020 NOMOR .2C?4

IBUDDIN, M.SiDRS. H.

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 08 S"ef~'pe.r 2020

Pj. SEKRETARlS DAERAH
KABUPATENDOMPU,

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 07 S~Umw 2020

BUPATI DOMPU,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.
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